
PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 34 TAHUN 2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jOe 
Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 33tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 
peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 
akuntansi pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa 
kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut 
dengan peraturan kepala daerah; 

C. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan 
daerah dipandang perlu menerapkan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual dengan menggunakan sistem 
informasi m~ajemen keuangan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589); 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090) 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 
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Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umwn ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575) 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5272); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5533); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umwn; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah adalah Bupati 
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah. 

3. Akuntansi adalah proses proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasiflkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. 

4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 
rujukan penting bagi bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas 
sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Standar Akuntansi 
Pemerintah. 

5. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP adalah prinsip
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut KAPD terdiri 
atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan 
praktik-praktik spesiftk yang dipillih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 
pemerintah. 

8. Basis Kas adalah basis akuntansi yeng mengakui mengakui transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
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9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

10. Basis Kas menuju Akrual adalah basis akuntansi dimana pendapatan, 
belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, 
utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

Pasal2 

(1) KAPD dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

(2) KAPD disusun oleh PPKD berdasarkan pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

(3) Rincian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I. 

Pasal3 

Rincian KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II, yang terdiri dari: 
1. Bab I 
2. Bab II 
3. Bah III 
4. BablV 
5. BabV 
6. BabVI 
7. Bah VII 
8. Bab VIII 
9. BabIX 
10. BabX 
11. BabXI 
12. Bab XII 
13. Bab XIII 
14. BabXIV 
15. BabXV 
16. BabXVI 
17. Bab XVII 

: Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; 
: Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; 
: Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA; 
: Kebijakan Akuntansi Beban; 
: Kebijakan Akuntansi Belanja; 
: Kebijakan Akuntansi Transfer; 
: Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
: Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; 
: Kebijakan Akuntansi Piutang; 
: Kebijakan Akuntansi Persediaan; 
: Kebijakan Akuntansi Investasi; 
: Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; 
: Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 
: Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 
: Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
: Kehijakan Akuntansi Ekuitas dan SiLPA/SiKPA/SAL; 
: Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Kebijakan Akuntansi, Operasi yang tidak dilanjutkan, dan 
Peristiwa Luar Biasa; 

18. Bab XVIII : Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi. 



, , 

6 

Pasa l 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maIm Peraturan Bupati Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tan ggal 17 November 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

FNa&'t>0L KODIR 
NIP. 196112171983051 001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 17 November 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 14 NOMOR34 


